
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DA YA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
REPUBLIK INDONES lA 

NOMOR 01 TAHUN 2015 

TENTANG 

KERJA SAMA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PEMANFAATAN BERSAMA 
JARINGAN TENAGA LISTRIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a . bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga 
listrik dan meningkatkan u tilitas jaringan, perlu mengatur 
mengenai kerja sama antara badan usaha yang memiliki 
wilayah usaha, pemanfaa tan bersama jaringan tenaga 
listrik dan pembelian kele bihan tenaga listrik (excess 
power}; 

Mengingat 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana 
telah diubah dengan Pera turan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2014, perlu meneta pkan Peraturan Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral ten tang Kerja Sama Penyediaan 
Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga 
Listrik; 

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norn or 5052); 

2. Peraturan Pemerintah Nom or 14 Tahun 2012 tentang 
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 28, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 3 Ta hun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5530); 

3. Keputusan ... 
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3. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tanggal 
27 Oktober 2014; 

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 04 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga 
Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 25); 

5. Peraluran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) 
se bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraluran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1022); 

6. Peraluran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga 
Listrik Oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga 
Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil 
dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128) ; 

7. Peraluran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan 
Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk 
Kepcntingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 
Ta hun 2 01 2 Nomor 1186) ; 

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan 
U saha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
TENTANG KERJA SAMA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN 
PEMANFAATAN BERSAMA JARINGAN TENAGA LISTRIK. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da la m Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. U saha Transmisi Tenaga Listrik adalah pengadaan 
penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem 
distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik 
ant a rsistem . 

2. Usaha ... 
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2. U saha Distribusi Tenaga Listrik adalah pengadaan 
penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari 
pembangkitan ke konsumen. 

3. Pemegang Izin U saha Penyediaan Tenaga Listrik yang 
Memiliki Wilayah U saha adalah Pemegang Izin U saha 
Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Penjualan Tenaga 
Listrik a tau Pemegang Izin U saha Penyediaan Tenaga Listrik 
Terin tegrasi. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. 

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang 
melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi 
teknis di bidang ketenagalistrikan. 

BAB II 
KERJA SAMA ANTAR PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN 

TENAGA LISTRIK 

Pasal 2 

( J) Pcmegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang 
Memiliki Wilayah Usaha wajib menyediakan tenaga listrik di 
dalam wilayah usahanya. 

(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan tenaga 
listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antar 
Pemegang Izin U saha Penyediaan Tenaga Listrik yang 
Memiliki Wilayah Usaha yang telah beroperasi dapat bekerja 
sama secara langsung. 

(3) Pcmegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang 
Memiliki Wilayah Usaha yang telah beroperasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah Pemegang Izin Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha 
yang Lelah mempunyai: 

a. konsumen; dan 

b. pembangkit atau kontrak jual beli tenaga listrik secara 
curah. 

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru. 

Pasal 3 

(1) Harga jual tenaga listrik dalam kerja sama sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 2 harus mendapat persetujuan dari 
pemberi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang 
Memiliki Wilayah Usaha sebagai pembeli tenaga listrik. 

(2) Dalam ... 
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(2) Da lam hal pemberi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
yang Memiliki Wilayah Usaha sebagai pembeli tenaga listrik 
telah menetapkan harga patokan jual beli tenaga listrik, 
maka jual beli dapat dilaksanakan berdasarkan harga 
patokan jual beli tenaga listrik dan tidak diperlukan 
persetujuan. 

BAB III 
PEMANFAATAN BERSAMA JARINGAN TENAGA LISTRIK 

Bagian Kesatu 
Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi Tenaga Listrik 

Pasal4 

( 1) U saha Transmisi Tenaga Listrik dapat dilakukan oleh Badan 
Usaha Transmisi tenaga listrik sebagai berikut: 
a. Pemegang Izin U saha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang 

Transmisi Tenaga Listrik; atau 
b . Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

Terin tegrasi yang memiliki transmisi tenaga listrik. 

(2 ) Usah a Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tida k dibatasi oleh wilayah usaha. 

Pasal 5 

(1) Usah a Transm isi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud 
dala m Pasal 4 , wajib membuka kesempatan pemanfaatan 
bersam a ja ringan transmisi tenaga listrik. 

(2) Pem a n faata n bersama jaringan transmisi tenaga listrik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesua1 
dengan kem ampuan kapasitas jaringan transmisi tenaga 
listrik da n atura n jaringan t ransmisi tenaga listrik. 

(3) Dala m h a l suatu wilayah belum mempunyai aturan jaringa n 
tran smisi ten aga listrik, pemanfaatan bersama jaringan 
lransmis i ten aga list rik seba gaimana dimaksud pada aya t (1) 
mengacu pada a turan jaringan transmisi tenaga listrik yang 
clisepakati ber sama. 

( 4) Pen gaturan operasi sistem pada pemanfaatan bersam a 
t ransmisi ten a ga listrik dilakukan oleh operator sistem yang 
mengoperasikan :sistem paling besar pada sistem setempat. 

(5) Kesepakatan teknis la innya yang belum tertuang d i dalam 
aturan jaringan t ra n smis i ten aga lis trik, h a rus ditua n gkan 
dalam kesepaka ta n bersam a da n menjadi bagian yang tida k 
terpisahkan dari perjanjia n sewa m en yewa tra n smisi ten aga 
listrik. 

(6) Harga ... 
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(6) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik mengikuti 
harga sewa jaringan transmisi tenaga listrik yang berlaku 
pa da Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam 
Pa sal 4 selaku pemberi sewa jaringan transmisi tenaga listrik 
yang telah mendapat persetujuan Menteri atau gubernur 
sesuai dengan kewenangannya. 

(7) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak memerlukan izin 
usaha penyediaan tenaga listrik baru. 

Pasal6 

( 1) Pemegang Izin U saha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang 
Pembangkitan Tenaga Listrik, Pemegang Izin Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah U saha dan 
Pemegang Izin Operasi dapat memanfaatkan jaringan 
transmisi tenaga listrik milik Badan U saha Transmisi 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

(2) Untuk dapat memanfaatkan jaringan transmisi tenaga listrik, 
pemegang 1zm se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
mengajukan usulan kepada Badan U saha Transmisi 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi 
dengan: 

a. Izin U saha Penyediaan Tenaga Listrik a tau Izin Operasi 

b. Rencana pemanfaatan jaringan transmisi tenaga listrik 
yang meliputi: 

1. lokasi dan panjang jaringan; 

2. jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik; 

3. jangka waktu; 

4. karakteristik konsumen; dan 

5 . mutu tenaga listrik. 

(4) Dalam hal usulan tersebut diajukan kepada Badan Usaha 
Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang 
mendapa l izm dari Menteri, pemohon menyampaikan 
tembusa n permohonan kepada Direktur Jenderal. 

(5) Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 mem berikan persetujuan a tau penolakan terhadap 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 
permohonan diterima secara lengkap dan benar. 

(6) Badan .. . 
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(6) Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 melakukan negosiasi berkaitan dengan pemanfaatan 
bersama jaringan transmisi tenaga listrik dengan calon 
pemanfaat jaringan transmisi tenaga listrik yang telah 
mendapal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak persetujuan. 

(7) Dalam hal Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 memberikan penolakan harus disertai dengan 
a lasan tertulis. 

(8) Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik mengajukan 
persetujuan harga sewa sesuai dengan hasil negosiasi 
kepada Menteri a tau gubernur sesuai dengan 
kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan. 

(9) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya 
memberikan persetujuan atau menolak usulan harga sewa 
jaringan transmisi tenaga listrik dalam waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh Badan Usaha 
Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada 
ayal (8). 

(lO)Dalam hal Menteri atau gubernur menolak usulan harga 
sewa jaringan, Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik 
melakukan negosiasi ulang. 

Pasal 7 

Bad an U saha Transmisi Tenaga Listrik menandatangani 
perjanjian sewa menyewa jaringan transmisi tenaga listrik 
dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi 
tenaga listrik setelah mendapat persetujuan harga sewa jaringan 
transmisi tenaga listrik dari Menteri atau gubernur sesuai 
dengan kewenangannya. 

Bagian Kedua 
Pemanfaatan Bersama Jaringan Distribusi Tenaga Listrik 

Pasal 8 

(1) Usaha Distribusi Tenaga Listrik dapat dilakukan oleh Badan 
Usaha sebagai berikut: 

a. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di 
Bidang Distribusi Tenaga Listrik; atau 

b. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
Terintegrasi yang memiliki distribusi tenaga listrik. 

(2) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada 
ayal (1) dilaksanakan dalam Wilayah Usaha. 

Pasal 9 ... 

www.regulasip.com



- 7 -

Pasal 9 

(1) Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 dapat membuka kesempatan pemanfaatan 
bersama jaringan distribusi tenaga listrik. 

(2) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik 
se baga imana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai 
dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi dan 
aturan distribusi tenaga listrik. 

(3) Da lam hal suatu wilayah belum mempunyai aturan 
distribusi tenaga listrik, pemanfaatan bersama jaringan 
distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengacu pada aturan distribusi tenaga listrik yang 
disepaka ti bersama. 

(4) Pengaturan operasi distribusi pada pemanfaatan bersama 
distribusi tenaga listrik dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha. 

(5) Kesepakatan teknis lainnya yang belum tertuang di dalam 
atura n distribusi tenaga listrik, harus dituangkan dalam 
kescpakatan bersama dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari perjanjian sewa m enyewa distribusi tenaga 
listrik. 

(6) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik mengikuti 
harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik yang berlaku 
pada Sadan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa l 8 sela ku pemberi sewa jaringan distribusi tenaga listrik 
yang telah mendapat persetujuan Menteri atau gubernur 
sesuai dengan k ewenangannya. 

(7) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin usaha 
penycdiaan tenaga listrik baru. 

Pasal 10 

( 1) Pemegang Izin U saha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang 
Pembangkitan Tenaga Listrik, Pemegang Izin Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah U saha 
dan Pemegang Izin Operasi dapat memanfaatkan jaringan 
distribusi tenaga listrik milik Badan Usaha Distribusi 
seb agaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(2) Untuk dapat memanfaatkan jaringan distribusi tenaga 
listrik, pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengajukan usulan kepada Badan Usaha Distribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(3) Usulan ... 
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(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi 
dengan: 

a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik a tau Izin 
Operasi; 

b. Rencana Pemanfaatan Jarmgan distribusi yang 
meliputi: 

1. lokasi dan panjang jaringan; 

2. jenis clan kapasitas pembangkit tenaga listrik; 

3. jangka waktu; 

4. karakteristik konsumen; dan 

5. mutu tenaga listrik. 

(4) Dalam hal usulan tersebut diajukan kepada Badan Usaha 
Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang 
mendapat izin dari Menteri, pemohon menyampaikan 
tembusan usulan kepada Direktur Jenderal. 

(5) Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 memberikan persetujuan atau penolakan terhadap 
u sulan se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka 
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan 
di lerima secara lengkap dan benar. 

(6) S adan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 melakukan negosiasi berkaitan dengan 
pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik 
dengan calon pemanfaat jaringan distribusi tenaga listrik 
yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayal (5), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak persetujuan. 

(7) Dalam h al Sadan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 memberikan penolakan harus disertai 
dengan a lasan tertulis. 

(8) Sadan Usaha Distribusi Tenaga Listrik mengajukan 
persetujuan harga sewa sesuai dengan hasil negosiasi 
kepada Menteri a tau gubernur sesuai dengan 
kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan. 

(9) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya 
mem berikan persetujuan a tau menolak usulan harga sewa 
jaringan distribusi tenaga listrik dalam waktu paling lama 
30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh Badan Usaha 
Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) . 

( 10) Dalam h a l Menteri atau gubernur menolak usulan harga 
sewa jaringan distribusi, Badan Usaha Distribusi Tenaga 
Lis trik melakukan negosiasi ulang. 

Pasal 11 ... 
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Pasal 11 

Bad a n U sah a Distribusi Tenaga Listrik menandatangani 
perjanj ia n sewa m enyewa jaringan distribusi tenaga listrik 
dengan p ih a k yang akan memanfaatkan jaringan distribusi 
tenaga listrik setelah mendapat persetujuan harga sewa jaringan 
distribusi ten aga listrik dari Menteri atau gubernur sesuai 
dengan kewen anga.nnya. 

BAB IV 
INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK 

Pasal 12 

(1) Pemegang Izin Operasi dapat melakukan interkoneksi 
ja ringa n tenaga listrik dengan jaringan tenaga listrik milik 
Pemegang Izin U saha Penyediaan Tenaga Listrik yang 
Memiliki Wilayah Usaha. 

(2) Interkoneksi jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud 
p ada ayat (1) dikenakan biaya interkoneksi yang telah 
mendapat persetujuan Menteri atau gubernur sesuai 
d enga n kewenangannya. 

BABV 
PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK DARI PEMEGANG 

IZIN OPERAS! (EXCESS POWER) 

Pasal 13 

( 1) Pemegang Izin U saha Penyediaan Tenaga Listrik yang 
Memiliki Wilayah Usaha dapat membeli tenaga listrik dari 
ke le b ihan ten aga listrik (excess power} dari pemegang izin 
ope rasi guna memperku.at sistem penyediaan tenaga listrik 
sc tempat. 

(2) Pembelia n kelebihan tenaga listrik (excess power} 
sebagaima n a dimaksud pada ayat (1) dapat lebih besar da ri 
tenaga listrik yang dipakai sendiri dan sesuai dengan 
kondisi/ kebutuha n sistem ketenagalistrikan setempat. 

(3) Pem belia n tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) apabila h a rga pembelian tenaga listrik lebih tinggi dari 
harga patoka n pembelian tenaga listrik wajib mendapat 
per setujua n Direktur Jenderal atas nama Menteri atau 
gubern u r sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Pembelian keleb ihan tenaga listrik (excess power) dari 
pem ba n gk it ten aga listrik biomassa dan biogas diatur dalam 
peraturan Menteri tersendiri. 

BAB VI .. . 
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BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Perjanjian jual beli kelebihan tenaga listrik (excess power) yang 
telah ada sebelum diundangkan Peraturan Menteri ini tetap 
berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian jual beli 
kele bihan tenaga listrik. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan yang 
berkaitan dengan pembelian kelebihan tenaga listrik (excess 
power) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 4 ayat (2), 
Pasal 6, dan Pasal 7, Peraturan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 16 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
padatanggal 6 Januari 2015 

MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SUDIRMAN SAID 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Januari 2015 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3 

suai dengan aslinya 
KEMENT f~i.:Ff~"H- AN SUMBER DAYA MINERAL 

to 
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